
BUPATI KUNINGAN 

Menimbang 

Mengingat 

PERATURAN BUPATI KUNINGAN 

NOMOR 37 TAHUN 2010  

TENTANG 

RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 
BIDANG SOSIAL DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN KUNINGAN 

BUPATI KUNINGAN, 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat ( 1 )  Peraturan 
Pemerintah Nomor 65 T ahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan 
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ,  Pemeritah Daerah 
harus menerapkan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan 
Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri; 

b. bahwa untuk menerapkan Satandar Pelayanan Minimal di 
Bidang Sosial dan Ketenagakerjaan Pemerintah telah menerbitkan 
Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar 
Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah 
Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Nomor PER. 15/MEN/X/2010 tentang Standar 
Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan ; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, 
dipandang perlu menetapkan Rencana Pencapaian Standar 
Pelayanan Minimal Bidang Sosial Kabupaten Kuningan dengan 
Peraturan Bupati. 

1 .  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan 
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat 
(Serita Negara Tahun 1950) ;  

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan­ 
Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3039); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125 ,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali d iubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12  Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5844) ; 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4 1 ,  
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4090); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Min imal 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 ,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

6 .  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4594); 

7 .  Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penye lenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah ,  
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada 
Dewan Perwaki lan Rakyat Oaerah , dan lnformas i  Laporan 
Penye lenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat 
(Lembaran Negara Republ ik Indones ia Tahun 2007 Nomor 1 9 ,  
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indones ia Nomor 4693); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41  Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 474 1 ) ;  

9 .  Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Evaluas i Penye lenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 48 15 ) ;  

1 0.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang 
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan 
M in imal ;  

1 1 .  Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan 
M i n ima l ;  

1 2 .  Peraturan Menteri Sos ial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar 
Pe layanan M in imal  (SPM) Bidang Sosial Daerah Prov ins i dan 
Daerah Kabupaten/Kota ; 

1 3 .  Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 
PER.15/MEN/X/201 O tentang Standar Pe layanan Minimal B idang 
Ketenagakerjaan ; 

14 .  Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 1  Tahun 2008 
tentang D inas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kun ingan 
Tahun 2008 Nomor 76 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kuningan Nomor 78); 

1 5 .  Peraturan Bupati Kuningan Nomor 7 Tahun 2005 tentang 
Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Kuningan (Serita Daerah Kabupaten Kun ingan Nomor 
7 Tahun 2005); 

1 6 .  Peraturan Bupati Kuningan Nomor 44 Tahun 2008 tentang Tugas 
Pokok, Fungs i  dan Uraian Tugas D inas Sosial dan Tenaga Kerja 
(Serita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 1 1 3 ) ;  
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Menetapkan : 

MEMUTUSKAN:  

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENCAPAIAN STANDAR 
PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL DAN KETENAGAKERJAAN 
KABUPATEN KUNINGAN 

B A B I  
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1 .  Daerah adalah Kabupaten Kuningan; 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan; 
3. Bupati adalah Bupati Kuningan; 
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan 

Nomor 1 1  Tahun 2008 tentang Dinas Daerah; 
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kuningan tentang Rencana 

Pencapaian Standar Pelayanan Min imal  Bidang Sosial dan 
Ketenagakerjaan di Kabupaten Kuningan; 

6. Dinas adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuningan; 
7. Urusan Wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan 

dengan hak dan pelayanan dasar warga negara; 
8. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publ ik yang mendasar dan 

mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan 
sosial ,ekonomi dan pemerintahan; 

9. Pelayanan Dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam 
memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat 
untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat; 

1 0 .  Standar Pelayanan Minimal yang se lanjutnya disingkat SPM adalah 
ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan 
urusan wajib daerah yang  berhak dipero leh  setiap warga secara 
min imal ;  

1 1 .  lnd ikator SPM  adalah tolok ukur prestasi kuant itatif dan kualitatif yang 
d igunakan unt uk menggambarkan besaran sasaran yang hendak 
dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu ,  dapat berupa 
masukan, proses ,  hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar ;  

1 2 .  Standar Pelayanan M in imal  Bidang Sosial dan Ketenagakerjaan 
adalah Tolok ukur untuk mengukur kinerja daerah dalam 
penyelenggaraan urusan wajib Sosial dan Ketenagakerjaan yang 
selanjutnya disebut SPM B idang Sosial dan Ketenagakerjaan;  

1 3 .  Rencana Pencapaian SPM  adalah  target pencapaian SPM  yang 
d ituangkan dalam dokumen perencanaan daerah yang d ijabarkan 
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Daerah 
( RPJMD ) ,  RKPD, Renstra- SKPD ,dan Renja-SKPD untuk digunakan 
sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam menyelenggarakan 
kebutuhan dasar; 

1 4 .  Kemampuan dan potensi daerah adalah kondisi keuangan daerah dan 
sumber daya yang d imi l ik i  daerah untuk menye lenggarakan urusan 
wajib pemerintahan daerah dan dalam rangka pembelanjaan untuk 
membiayai SPM ;  

1 5 .  P e n g e m b a n g a n  kapasitas adalah upaya meningkatkan k ema mpuan 
sistem atau sarana dan prasarana ,  kelembagaan, personi l  dan 
keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi p emerintahan da lam  
rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM  Sosial dan 
Ketenagakerjaan secara efektif dan efisien dengan menggunakan 
prinsip-pr insip pemerintahan yang baik ;  

1 6 .  A P B D  adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Kuningan. 
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BAB I I  
MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI RENCANA PENCAPAIAN 

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL DAN 
KETENAGAKERJAAN 

Pasal 2 

Maksud p e n g a t u ra n  Rencana P e n c a p a i a n  S P M  B i d a n g  Sosial d a n  
Ketenagakerjaan i n i  a d al a h  sebagai p e d o m a n  bagi Di n a s  Sosial d a n  
Tenaga Kerja d a l a m  m e l a k s a n a k a n  u r u s a n  wajib b i d a n g  S o s i a l  d a n  
Ketenagakerjaaj. 

Pasal 3 

Pengaturan Rencana P e n c a p a i a n  S P M  B i d a n g  S o s i a l  d a n  
Ketenagakerjaan bertujuan u n t u k  :  
a .  M e n i n g k a t k a n  k u a l i t a s  p e l a y a n a n  S o s i a l  d a n  Ketenagakerjaan kepada 

masyarakat; 
b. M e n i n g k a t k a n  efisiensi d a n  efektivitas p e l a y a n a n  Sosial d a n  

Ketenagakerjaan. 

P a s a l 4  

R e n c a n a  P e n c a p a i a n  S P M  B i d a n g  Sosial d a n  Ketenagakerjaan 
berfungsi s e b a g a i  :  
a .  Alat u n t u k  m e n j a m i n  tercapainya k o n d i s i  rata-rata m i ni m al  yang h a r u s  

dicapai P e m e ri n t ah  Kabupaten sebagai p e n y e d i a  p e l a y a n a n  S o s i a l  
d a n  Ketenagakerjaan kepada masyarakat; 

b. T o l o k  u k u r  u n t u k  m e n g u k u r  Kinerja P e n y e l e n g g araan Urusan Wajib 
Daerah berkaitan d e n g a n  P e l a y a n a n  Sosial dan Ketenagakerjaan ; 

c. Dasar penentuan belanja publik d e n g a n  prioritas utama p e l a y a n a n  
Sosial dan Ketenagakerjaan kepada masyarakat berbasis a n g gar a n  
kinerja ; 

d .  Acuan prioritas Perencanaan Daerah d a n  prioritas p e mb i aya a n  AP BD 
p e l aya n a n  S o s i a l  d a n  Ketenagakerjaan; 

e .  Alat m o n i t o r i n g  d a n  evaluasi d a l a m  pelaksanaan Urus a n  Wajib B i d a n g  
Sosial dan Ketenagakerjaan di P e m e r i n t aha n  K a bup a t e n .  

BAB I ll  

RENCANA PENCAPAIAN SPM BIDANG SOSIAL DAN 
KETENAGAKERJAAN 

Pasal 5 

D i n a s  So s i a l  d a n  Tenaga Kerja d a l a m  m e n y e l e n g g a r a k a n  P e l a y a n a n  
Sosial d a n  Ketenagakerjaan wajib berpedoman pada Rencana 
P e n c a p a i a n  S P M  B i d a n g  Sosial d a n  Ketenagakerjaan . 

Pasal 6 

Rencana P e ncap a i a n  S P M  s e b a g a i m a n a  d i m a k sud  pada Pasal 5 
Peraturan i n i  berkaitan d e n g a n  P e l a y a n a n  Sosial yang me l iput i  Je n is 
P e laya n a n  beserta Indikator Kinerja dan Target T a hun a n  Tahun  2 0 1 1 ,  
2012, 20 13 ,  2014  d a n  2 015  s e b a g a i m a n a  tercantum d a l am La mp i r a n  
Peraturan i n i .  
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BAB IV 
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

Pasal 7 

Penyelenggaraan pelayanan Sosial dan Ketenagakerjaan sesuai 
Rencana Pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 
Peraturan ini di laksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. 

Pasal 8 

Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan Sosial dan Ketenagakerjaan 
sesuai Rencana Pencapaian SPM di lakukan oleh tenaga dengan 
kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan. 

Pasa l9  

Rencana Pencapaian SPM Bidang Sosial dan Ketenagakerjaan 
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini di laksanakan sesuai 
dengan standar teknis yang ditetapkan. 

Pasal 1 0  

Kepala Dinas bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan wajib 
Sosial dan Ketenagakerjaan sesuai Rencana Pencapaian SPM. 

BAB V 

MEKANISME DAN KOORDINASI PELAKSANAAN 
RENCANA PENCAPAIAN SPM BIDANG SOSIAL DAN 

KETENAGAKERJAAN 

Pasal 1 1  

Mekanisme dan koordinasi pelaksanaan Rencana Pencapaian SPM 
Sosial dan Ketenagakerjaan sebagai berikut : 
a. Penyelenggaraan Rencana Pencapaian SPM dapat di laksanakan 

oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sesuai Rencana Pencapaian 
SPM yang telah ditetapkan; 

b. Perencanaan Pembangunan Daerah pelayanan Sosial dan 
Ketenagakerjaan tahun anggaran yang bersangkutan mengacu 
pada Rencana Pencapaian SPM yang telah ditetapkan dan 
menjadi prioritas bagi Daerah; 

c. Melakukan sosialisasi , d iseminasi ,  pelatihan penyelenggaraan 
SPM; 

d. Mengembangkan standar-standar teknis dalam pelayanan Sosial 
dan Ketenagakerjaan; 

e. Melakukan survei kepuasan masyarakat secara teratur terhadap 
pelaksanaan Rencana Pencapaian SPM; 

f. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan 
terhadap kinerja pelayanan di bidang Sosial dan Ketenagakerjaan. 
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BAB VI 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Bagian Pertama 

Pembinaan 

Pasal 1 2  

( 1 )  Bupati melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan Rencana 
Pencapaian SPM Sosial dan Ketenagakerjaan. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  Peraturan in i  
dalam bentuk pemberian Standar Teknis, Pedoman, Bimbingan 
Teknis, Pelatihan yang mel iput i :  
a. Perhitungan kebutuhan pelayanan Sosial dan Ketenagakerjaan 

sesuai Rencana Pencapaian SPM; 
b. Penyusunan Rencana Kerja dan Standar Kinerja pencapaian 

target SPM; 
c. Peni laian pengukuran kinerja pelaksanaan Rencana Pencapaian 

SPM; 
d .  Penyusunan Laporan Kinerja dalam penyelenggaraan 

pemenuhan Rencana Pencapaian SPM Sosial dan 
Ketenagakerjaan. 

Bagian Kedua 

Pengawasan 

Pasal 1 3  

Bupati melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan 
Sosial dan Ketenagakerjaan sesuai Rencana Pencapaian SPM. 

BABVI I  
EVALUASI DAN PELAPORAN 

Pasal 14  

Dinas melaksanakan evaluasi dan pelaporan pencapaian kinerja 
pelayanan Sosial dan Ketenagakerjaan sesuai Rencana Pencapaian 
SPM kepada Bupati . 

BABVI I I  
PEMBIAYAAN 

Pasal 1 5  

Sumber pembiayaan pelaksanaan pelayanan Sosial dan 
Ketenagakerjaan untuk pencapaian target sesuai SPM dibebankan 

pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 
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B A B I X  
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 1 6  

Dengan berlakunya Peraturan in i maka segala ketentuan berkenaan 
dengan Pencapaian Standar Pelayanan Min imal di Bidang Sosial dan 
Ketenagakerjaan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 1 7  

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kabupaten Kuningan. 

Ditetapkan di Kuningan 
pada tanggal 4 ·  -  200 

u 

-BUPATI KUNINGAMMMA_- 

HAMID SU 
Diundangkan di Kuningan 
pada tanggal 09-- 00lo 

K 
SEKRETARIS DAERAHIKABUPATEN KUNINGAN, 

NANDAN SUDRAJAT 

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN N O M O R :  31 TAHUN 2010 
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